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KECAMATAN SUTERA

I R")’“ Painan - Inderapura Km. 40 Surantih, Telp. (0756) 453001 KP. 25662
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EVALUASI RANCANGAN PE

KEPUTUSAN

CAMAT SUTERA KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 140/ /O /C-STR/2019

TENTANG

RATURAN NAGARI KOTO TARATAK
ARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI

KECAMATAN SUTERA TENTANG ANGG
TAHUN ANGGARAN 2019

Membaca

Menimbang

Mengingat

3. ‘Undang-Undang

5. Peraturan Pemerin

CAMAT SUTERA,

aratak Kecamatan Sutera Nomor :140/ 19 /
] 13 Maret 2019 prihal Penyampaian

Surat Wali Nagari Koto T:
aran APB NAGARI KOTO TARATAK

WN-KT.TRT/2019 tangga
Rancangan Perubahan Angg
Tahun Anggaran 2019;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan

Bupati Pesisir Sclatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Nagari di Kabupaten Pesisir Sclatan Tahun
anggaran 2017, perlu menctapkan Keputusan Camat atas nama
Bupati tentang hasil Evalusasi Rancangan Peraturan NAGARI KOTO
TARATAK Kecamatan SUTERA tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
Tahun 1956 tentang Pembentukan

Undang-Undang Nomor 12

Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi

Sumatera Tengah | Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 nomor 25 ) Jis Undang-Undang Drt Nomor 21 Tahun 1957
957 Nomor 77) jo

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1
Undang -Undang a Republik Indonesia Tahun

1958 (Lembaran Negar
1958 Nomor 108 tam Negara Republik Indonesia

bahan Lembaran
Nomor 1643);
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Undang-Undang Nomor 6
ia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan

Negara Republik Indones!
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 )

erakhir dengan Undang-

sebagaimana telah diubah beberapa kali, t
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas
3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Undang-Undang Nomor 2

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
ahun 2014 tentang Peraturan

Peraturan Pemerintah Nomor 43 T

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123,
sia Nomor 5539)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone
ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

sebagaimana telah di .
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 571 7);
tah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
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'l‘umbuh‘ N Negara Republik Indonesin Tahu® 2014 Nomo! ”g ;
an Lembaran Negarn Republik Indoncain Nomor S5,

" dengs i Pemerintah Nomor 22

]
20

schagnima

s na telah di ubah dengan Peraturan .

lahun 2015 tentang l’crulmhu:\‘ atas peraturan pemerintah Nuu'wn

i peraumber Dari Anggaran
Republik

60 Tahun 2014
tertang Dana Desnt yang _ _
Pendapatan dan Belanja  Negare (Lembaran N('E{;“"m Negart
Indonesia Tahun 2015 Nomor gg, Tambahan Lembart ;
Republik Indonesia Nomor 5694); 2014 tentans
6. Peraturan Menterl DAt Neger N%n;g; (ll;c:iri’{:h#:gum Rci)ubl
Pedoman Pengelofy kclmm'mQO‘):}) gebagaimana telah diubah

Indonesia Tohu¥ if.]:m?{ﬁﬁ;m Negeri Nomor 20 Tahun 2018;

dengan Peraturan ¢
’I‘crtlnggnl dan

unan Dacrah
o tapan Prioritas

: 1, pembag
7. Peraturan Menteri Desa cm018 tentang pene

i h
Transmigrasi Nomor IG'Tn :
Penggunaan Dana Desé rahun 2019; ) -
nsi Sumaterd Barat Nomor 2 ahun 200
acrah

e Dacrah Propi :
> {ctri?z:g;m;’okok-Pokok Pcmcrinlahnn Nagari (Lembaran D
l’ropins,i Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
9, Peraturan Daerah Kabupaten pesisir Selatan
2016 tentang Nagari;

10. Peraturan Dacrah Kabupa
2008 tentang Pokok pengelo

Nomor 02 T'ahun

ten Pesisir Sclatan Nomot 9 Tahun

laan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Sealtaan Nomor 7 Tahun
2015 Tentang Anggaran pendapatan  dan Belanaja Dacrah
Kabupatecn Pesisir Sclatan Tahun 2016;
12. Peraturan Bupati pesisir Selatan Nomor 67 Ta )
Penjabaran Anggaran Pendapatan  dan Belanja
Tahun Anggaran 2016;

Kabupaten Pesisir Sclatan
r 44 Tahun 2017 tentang

13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomo
Dana Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan

Prioritas Penggunaan
Tahun Anggaran 2018;
ir Selatan Nomor 77 Tahun 2018 Tentang

ati Pesis
Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2019;

Pesisir Selatan Nomor 96 Tahun 2018 Tentang
an dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

hun 2016 Tentang
Dacrah

14. Peraturan Bup
Standar Biaya

15. Peraturan Bupati
Tata Cara Pembagi
bersumber Dari Anggaran

Anggaran 2019;
sisir Selatann Nomor 97 Tahun 2018 Tentang

enetapan Alokasi Dana Nagari yang
Pendapatan dan Belanja Daerah

16. Peraturan Bupati Pe
Tata Cara Pembagian dan P
Bersumber dari Anggaran
Tahun Anggaran 2019;

17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU :  Evaluasi Rancangan Peraturan Nagari Koto Taratak tentang Anggaran
Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 sebagaimana
tercantum dalam lampiran keputusan ini.

K g .

EDUA Wali Nagari bersama BAMUS Nagari Melakukan penyempurnaan

sebagai tindak lanjut terhadap Rancangan Peraturan Nagari tentang
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TEMBUSAN
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;\mu;ur;m Penda

)l_lf.lllﬂnl‘klm h

paling lamg
‘

keputusan il“./ (tujuh) hari kerja terhit

Dalam | ,

l""'lllll{miu(llz:x“h Nagari dan BAMUS Nagari U¢

Perubahan A tetap menetapkan Roncanst®,

2019 menj .np‘,u'“""‘ Pendapatan dan Belanjt

dilakuka fjadi Peraturan Nagari, Maka Felo
kan pembatalan oleh Bupati Pesisir S¢

" 1 '
Wali  Nagari  Bertanggung Jawnb
pelaksanaan Perubahan APB Nagari yang, ¢

gepen

tidak melnksanakan kegiata
pcnnusuluhun hukum dikemuc
1 ini mulai berlaku

terdapat
bagaim

lian hari.

Keputusat
dikemudian hari

diadakan perbaikan s¢ ana mestinya.

asil va(lun. Belanja Nagari Tahub
wvaluasi sehagaimana dimn

n Pera

pernturan
latan.

gan aturan

Dalam hal terdapat keraguan/ . "
Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanji Nagari,
! n tersebut untuk meng

pada tanggal dit
kekeliruan dalam

Anggaran 2019

ksud diktum Kenntu

ung 8¢ ak diterimunyit

m(:nin(luklnnju!i hasil
turan Nagari tentang
i Tahun Anggaran
ksud nkan

1nk

\ Nagar
Nagari dimi

uhnyu/mulluk terhadap

lah dilakukan Evaluasi.

terkait pelaksanaan
Wwali Nagari agar
hindari terjadi

ctapkan dan apabila
penctapan ini akan

gurantih.
Maret 201 9

/
V574 ERA
s
([
",‘\ A
'\,_ LA
N\ oe~EAC DIN, SH
NIsipémbiffa Tk. 1 (IV/B)
NIP; 1962131 198303 1 117
Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
n di Painan;

1. Bapak Bupati Pesisir Selata
2. Inspektur Daerah Kabupate
3. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesi
4, Kepala DPMDPP-KB Kabupaten Pesisir Sel
5. Kepala Bagaian Pemerintahan Nagari Setd
di Painan;

6. Kepala Bagian
7. Saudara Ketua

n Pesisir Selatan di Painan,
isir Selatan di Painan;

atan di Painan ;
a Kabupaten Pesisir Selatan

Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan;
BAMUS NAGARI KOTO TARATAK;
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1, e =
'\;\::h‘::’)\l"‘ KIEPUTUSAN CAMAT SUTIERA
WaMBR | 160 [0 JC-81R/2010
HASIL VAL ~MN(M'\" 2 13 Maret 2019
NHUAMATAN\{f;'AthANcANnAN|WMATuuANN
SUTERA TENTANG ANGOARAN PENI AN
PAHUN ANGOARAN 2019

(10T RATAK
AQAR! KOO I'A '
e N DAN |||‘:|.I\N‘|I\ NAQARI

! N/\(\/\l\‘l KOTO TARATAK
Anpgparnn 2019 ynitu
inclan &

A. UMUM
i 1\,101“‘“ nnpparan dnlam Rancanpan l'(-ruluml
Kecamatan SUTERA tentati APl Napard Pahut Al
A, Pendapatan sehesar Rp. 1.338,031.300 dengnn !
1) Pendapatan Asli Nagari achesar Rp. ()','
2) Dana Transfer gebesar Rpe 1o 38,031,300
3) Pendapatan Inin-lain Rp- 0,-
4) Bantuan keuangan prmrilmi Rp. 0y '
e 566,72 a7 denpan vincian )
l"‘M.l;‘:-;n:u'inlnlum Nny,nri Rp. -I{‘):}.S()'z.l)()(),’.ll
). )3.7‘,2‘),.-153.3
gyarnkatan Rp. '.27.300.000,00
\ Rp. 113.140.611,78

musynrnl(ulnn Ry
necant, parural dan Mendesak Rp. 0,-

L. Belanja sebesar Rp. O

1) Bidang I’m\yvlvm:p.:umn

2) Bidang pembangunah Ry

3) Bidang Pembinaan Kema

4) Bidang pemberdayaant Ke

() 5) Bidang Penanggulangan Be

37.8-‘18.904,72 dengan rincian
8.924.452,37

an sebesar Rp.
8.9‘24.452,37

Pembiayaan Rp. |
Rp. |

Pembiaya
1) Penerimaan
9) Pengeluaran Pembiayaan

NAGARI

o

tentang Anggaran
agari Tahun Anggaran 2019 yang disampaikan
kepada Pemerintah Kabupaten pesisir Sclatan Melalui Camat SUTERA

sudah diumdutungm\i oleh Wali Nagari Bersama BAMUS Nagari untuk
dilaksanakan Evaluasi oleh TIM Kecamatan yang mendapatkan Limpahan

Kewenangan dari Bupati Pesisir Selatan.
3. Pada Keputusan Bamus dan Peraturan Nagari ditamb

Peraturan Bupati Pesisir Selatan nomor 77 tahun 2018 ten
biaya pemerintahun nagari tahun anggaran 2019.

9. Rancangan Peraturan KOTO TARATAK
Pendapatan dan Belanja N

ahkan tentang
tang standar

anggarkan dalam APB Nagari merupakan :

B. PENDAPATAN
al dan mcmiliki kepastian serta

’, 1. Pendapatan nagari yang di
a. Perkiraan yang terukur secara rasion

hukum penerimaannya
b. Seluruh pendapatan nagari dianggarkan secar
yaitu bahwa jumlah pendapatan nagari yan
dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka m
pendapatan tersebut.

dasar

a bruto dalam APB Nagari,

g dianggarkantidak boleh
enghasilkan

endapatan, agar nagari pempedomani prinsip

Dalam menganggarkan P
ersebut diatas.

penganggaran pendapatan t

Disargnkan pada nagari memperbaiki:
1. Bidang Pembangunan :untuk ke

pembangunan diperhatikan.
2. Untuk setiap kegiatan pembangunan DED harus ada, termasuk RTLH dan

jamban.

giatan Nomenklatur setiap kegiatan
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. Bidang P¢
:m

tahun 2018 e

- Untuk kegiatqg

. 1a .
ya  DED harus merujuk ke pada perbup no 77

N pemban
gunan RTLH di bunyikan pcmanfaamb’ﬂ-
volumenya:
lang kembali,

. Untuk kepi
Cglata
. Untu oyt N pemba
da . kegiatan o nyaran honor kader dijelaskan
: n k()(')rd' : p mbﬂyaran g " % s
7. Bids Inasika insentif penjaga T periu dikaji U
idang Pcmbcrd;1 dengan pihak DPM.
8 %‘lggarkan Dcmb{lyaan dan Pembinaan : untuk kegiatan pembinaan PKK,
3. Untuk kegiatan hpsiaidauidoo HK.
- Untuk kegiat ermas : volumenya dikurangl o o
kegiatan an Study comperative wali naga™ dikaji ulan
10.U o '
n:t;‘l_,kt}(ﬁglatan Pemberdayaan PKK; anggaran Minimal 50 Jt pedoma
; ahun 2018, sumber .
11'?,‘(]9“%_ Penyelenggaraan untuk juran BPJS
12 disesuaikan dengan kebutuhan di nagarl
.Untuk kegiatan PPKN hanya ber3 Y& dianggarkan-
13.Kegiatan Operasional BAMUS: spPD ketua us ke}(ecamat
14.Untuk kegiatan Operasional kantor: Untuk belanja peme
a: belanja makan dan

anggarannya dikurangi.

15.Untuk kegiatan pcnyclcnggaraan rah des&:

minum di kaji ulang kembali sesuai dengan kebutuhan dinagarl.

16.Untuk kegiatan / Replika sust jagung , anggarkan dalam APB
nagari, sumber dana (LY.

17.Penyusunan APB Persumber dana.

18.Dalam consideran: tanda tangan BAMUS, wali nagari belm ada.

19. Permendagri no 113 di ganti dengan Permendagri no 20 tahun 2018

20.Perbup 69 dimasukkan.

o1.Kemudian untuk langgaran koran maksimal 2

22.Permendes no 02 diganti dengan Perm 0 }6 tahun 2018

g nomenklatur

ni perbup

kegiatan

an dikurangi.
liharaan roda

Inovasi Dcsa

n untuk pelaksanaan kewenangan Nagari
gan dibidang penyelenggaran Pemerintahan Nagari,
Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari,

akat Nagari dan Belanja Tidak Terduga
akat, kewenangan yang dituga
abupaten, Hak As

/Pemerintah K
lokal berskala Nagarl.

belanja tersebut, agar
Nomor 69 Tahun 2016
Kabupaten Pesisir

Cc. BELANJA
1. Belanja Nagari harus digunaka
meliputi kewenan
Pelaksanaan Pembangunan
dan Pemberdayaan Masyar
berdasarkan prakarsa masyar
pemerintah J pemerintah Provinsi
dan Adat Istiadat Nagari serta kewenangan
Dalam rangka memenuhi prinsip penganggaran
mempedomani Peraturan Bupati Pesisir Selatan
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari di

Selatan Tahun Anggaran 2017.

al-usul,

r Selatan Nomor 69 Tahun

n Bupati Pesisi
di Kabupaten Pesisir

. Berdasarkan pasal 6 Peraturad
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

n017,menyatakan bahwa alokasi dana kepada

dan kegiatan yang telah

Selatan Tahun Anggaran
h untuk membiayal

Nagari adala

dituangkan glam RPJM Nagari dan

musyawarah perencanaan pembangunan nagari.

Berdasarkan pasal 6 Berdasarkan Fasal 6 Peraturan Bupati 'Pesisir Selatan

Nomor 69 Tahun 0017 tersebut diatas, diminta kepada Pemerintah Nagari
n Rancanagan Peraturan Nagari tentang APBNagari

dalam menyusu
berdasarkan RKPNagari tahun 2019.

program

RKP Nagari dibahas dalam

Surantih, 13 Maret 2019
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PENDAP
ATAN
N BELANJA NAGARI TAHUN ANGG
NAMA L o '
. , JABATAN DALAM TIM
_— N ""‘*"A—-hp._z‘_ p
l . I?i‘(\l . e a—— —— ._,______».,_,,,,,__,._......-‘-ﬂv"-“""— i
nr N
uddin, SH Penanggung Jawnb _"
I')
<. [ Akpal Rizonly Ketua
,3' lwal, S.Pt Sckretaris =
4. | Akmal Angpota .
' 5.
5. | Eli Suryani Anggotd
Anggota
0. Sefni Indra Juita net N
e Anggota
7. | Yul Afrianti, SH e
{ 8. | Rinaldi Nur K R
e | Anggota
9. |H. Novrizal Chan )
10. | M. Igbal Anggota .
11. |Khairanilis Anggota _
12. | Chintia Pratama Putri Anggota
13. | Jumaidi Anggota
B e
Anggota
e
Anggota
Anggota
Anggota

TIM EVALUASI Ra

N Al
CANGAN PERATURAN NAGARI TI

NTANG ANGUARAN
ARAN 2019
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